
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 348 , 2020 KEMENDAG. Penggunaan. Angkutan Laut 

Nasional. Asuransi Nasional. Ekspor. Impor. 
Barang Tertentu. Ketentuan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2020 

TENTANG 

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN  

ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ekspor dan impor barang, 

guna memberikan kepastian berusaha dan memberikan 

peluang usaha angkutan laut kepada perusahaan 

angkutan laut nasional, serta peluang usaha asuransi 

kepada perusahaan perasuransian nasional, perlu 

mengatur kembali ketentuan penggunaan angkutan laut 

nasional dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor 

barang tertentu;  

  b. bahwa ketentuan penggunaan angkutan laut dan 

asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang 

tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan 

Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk 

Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 

Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan 
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Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor 

Barang Tertentu sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan 

Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi 

Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5618); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang 

dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102); 

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 395); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/5/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 

Administratif bagi Eksportir dan Importir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 798); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL 

DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR 

BARANG TERTENTU. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

4. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 

5. Angkutan Laut Nasional adalah angkutan laut yang 

dimiliki atau disewa oleh perusahaan angkutan laut 

nasional dalam bentuk bare boat, time charter, voyage 

charter, contract of affreightment atau kontrak sewa kapal 

lainnya. 

6. Asuransi Nasional adalah produk asuransi pengangkutan 

barang (marine cargo insurance) yang dikeluarkan oleh 

perusahaan perasuransian nasional atau lembaga 

pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

memberikan ganti rugi atas 
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kerugian/kerusakan/kehilangan barang terhadap risiko 

yang mungkin terjadi selama pengangkutan melalui laut.   

7. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan 

angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang 

melakukan kegiatan Angkutan Laut di dalam wilayah 

perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di 

luar negeri. 

8. Perusahaan Perasuransian Nasional adalah perusahaan 

asuransi atau konsorsium perusahaan asuransi yang 

berbadan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin 

dari Otoritas Jasa Keuangan. 

9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan 

yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-

tumbuhan dengan Pos Tarif/HS 27.01, 27.02, 27.03, 

27.04, 27.05, 27.06, 27.07, dan 27.08. 

10. Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit yang 

selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit 

mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses 

pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum 

mengalami pemurnian dengan Pos Tarif/ HS 1511.10.00. 

11. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, 

diolah atau tidak diolah yang berasal dari species 

oryza sativa dengan Pos Tarif/HS 10.06. 

12. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan 

interaksi dengan inatrade. 

13. Inatrade adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan 

pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara 

online melalui laman resmi 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

14. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan 

pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor. 

15. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran 

teknis barang. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
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